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Abstrak 

 
Penelitian seputar tata kelola Islami masih relatif sedikit dibahas karena sebagian besar 
penelitian masih menggunakan tata kelola konvensional. Salah satu organ penting dalam 
mekanisme tata kelola Islami adalah keberadaan dewan pengawas syariah. Kebaruan yang 
ditawarkan dari studi ini adalah penggunaan tata kelola Islami sebagai determinan yang 
diduga mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Selain itu, belum ada studi empiris yang 
menguji bagaimana pengaruh tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Hal ini 
merupakan orisinalitas yang ditawarkan dari studi ini yang berbeda dengan studi-studi 
sebelumnya. Studi ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat tata kelola 
Islami terhadap tingkat agresivitas pajak dengan menggunakan dasar teori keagenan (agency 
theory). Objek penelitian adalah bank syariah yang telah berstatus sebagai bank umum 

syariah (BUS) di Indonesia. Penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris pengaruh 
tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Semakin baik implementasi tata 
kelola Islami yang dijalankan bank syariah dapat berdampak pada menurunnya tingkat 
agresivitas pajak dari bank syariah. Temuan penelitian ini berhasil mengkonfirmasi peran 
teori keagenan dalam menjelaskan pengaruh tingkat tata kelola Islami.  
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Pendahuluan 

Praktik agresivitas pajak dilakukan wajib pajak bertujuan untuk mengurangi 
pembayaran pajak penghasilan, atau dengan kata lain mengurangi transfer kekayaan dari 
perusahaan dan pemegang saham kepada pemerintah sehingga hal ini dapat meningkatkan 
kekayaan pemegang saham (shareholder). Menurut Chen dkk. (2010), praktik agresivitas 

pajak dapat meliputi praktik legal maupun illegal. Praktik legal diperbolehkan menurut 
Undang-Undang melalui pemanfaatan celah (loopshole) dari peraturan perpajakan yang ada 
atau yang biasa diistilahkan dengan wilayah abu-abu (grey area). Praktik agresivitas pajak 

yang illegal tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan pajak yang ada. 
Praktik agresivitas pajak yang illegal tersebut biasa diistilahkan dengan tax evasion. 

Agresivitas pajak dapat dijelaskan dari sudut pandang rerangka teori keagenan 
(agency theory framework). Praktik agresivitas pajak melibatkan hubungan antara manajer 
dengan pemegang saham (shareholder). Desai & Dharmapala (2006) menjelaskan bahwa 
manajer melakukan agresivitas pajak untuk kepentingan mereka sendiri (self interest) 
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dibandingkan untuk kepentingan pemegang saham (shareholder interest). Sebaliknya 
pemegang saham (shareholder) tidak menginginkan praktik agresivitas pajak karena praktik 
ini dapat menimbulkan biaya yang secara langsung (direct cost) berkaitan dengan aktivitas 

agresivitas pajak seperti biaya yang timbul untuk perencanaan pajak dan sanksi 
administrasi berupa bunga dan denda dari fiskus. Pemegang saham juga menilai bahwa 
agresivitas pajak dapat mengakibatkan sanksi moral dari masyarakat. 

Tata kelola secara umum merupakan suatu sistem pengelolaan yang diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja perbankan, melindungi para pemangku (stakeholder) yang 

beragam, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan nilai-nilai etika secara umum (Kholid & Bachtiar, 2015). Di dalam tata kelola Islami, 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah adalah sesuatu yang membedakan dari tata 
kelola secara umum. Salah satu organ penting dalam tata kelola Islami adalah Dewan 
Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk mengawasi pengelolaan 
entitas syariah untuk menjamin kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip-prinsip 
syariah. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, manajemen bank syariah diharapkan 
tidak melakukan pelanggaran kontrak dengan nasabah sehingga bank syariah dapat 
beroperasi secara maksimal dan dapat meningkatkan kinerjanya (Kholid & Bachtiar, 2015).  

Berdasarkan teori keagenan, mekanisme tata kelola yang baik dapat berperan untuk 
memonitoring perilaku oportunistik agen (Chrisman dkk., 2007). Dalam konteks pajak, 
mekanisme tata kelola yang baik dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer dalam 
meminimalkan beban pajak penghasilan. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan 
untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola terhadap agresivitas pajak sebagaimana 
studi Lanis & Richardson (2011); Cheng dkk. (2012); Badertscher dkk. (2013); Sartaji & 
Hassanzadeh (2014); serta Hadi & Mangoting (2014). Kelemahan dari studi-studi 
sebelumnya adalah belum terdapat studi yang secara khusus menguji pengaruh tata kelola 
Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Hal inilah yang menjadi motivasi penting 
dilakukan penelitian saat ini. 

Kebaruan yang ditawarkan dari studi ini adalah terletak pada model penelitian, 
indikator dan objek penelitian. Model yang dikembangkan studi ini adalah relatif baru yaitu 
model baru yang menguji pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat agresivitas 
pajak. Studi ini juga menggunakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat agresivitas 
pajak. Selain itu, objek penelitian dari studi ini adalah bank umum syariah di Indonesia. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah tingkat tata 
kelola Islami berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian, penelitian 
ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap 
tingkat agresivitas pajak dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

Rerangka Teoritis 
Teori Keagenan 

Teori dasar yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan (agency theory). Teori 

ini telah banyak digunakan dalam bidang akuntansi dan manajemen. Secara umum, teori 
ini menguraikan hubungan antara pihak prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Teori ini 
menyatakan bahwa agen akan berperilaku yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan 
bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). 
Dengan demikian, prinsipal akan menerapkan mekanisme  struktural yang memantau agen 
dalam rangka untuk mengendalikan perilaku oportunistik dari agen dan menyelaraskan 
kepentingan semua pihak secara lebih baik (Fama & Jensen, 1983; Eisenhardt, 1989). 

Teori keagenan menjelaskan adanya dua pilihan bagi prinsipal untuk mengurangi 
masalah keagenan dengan mengekang perilaku oportunistik agen (Eisenhardt, 1989). Cara 
pertama adalah menciptakan struktur tata kelola yang memungkinkan monitoring dan 



penilaian perilaku sebenarnya dari agen (Anderson & Reeb, 2004; Chrisman dkk., 2007). 
Struktur tata kelola ini meliputi prosedur pelaporan, manajemen tambahan atau dewan 
direksi (Donaldson & Davis, 1991). Cara kedua adalah menciptakan struktur tata kelola 
dimana kontrak didasarkan pada hasil aktual dari perilaku agen (Eisenhardt, 1989). Contoh 
dari jenis ini adalah gaji dalam bentuk insentif, dimana gaji diberikan sebagai insentif 
untuk agen yang berkinerja tinggi (Chrisman dkk., 2007). Risiko dipindahkan ke agen dan 
cara ini dapat menciptakan motivasi bagi agen untuk berperilaku sesuai dengan 
kepentingan prinsipal (Davis dkk., 1997; Eisenhardt, 1989). Intinya dari kedua cara ini, 
prinsipal dapat membuat pilihan antara membangun struktur tata kelola yang didasarkan 
pada perilaku sebenarnya agen atau hasil dari perilaku tersebut (Eisenhardt, 1989). Kedua 
pilihan tersebut sama-sama menghasilkan biaya keagenan yang harus ditanggung oleh 
prinsipal untuk memantau dan menilai perilaku agen. 
 
Hipotesis  

Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan 
hubungan antara tata kelola Islami dan agresivitas pajak. Dalam teori keagenan (agency 
theory) dinyatakan bahwa struktur tata kelola memungkinkan monitoring untuk 

mengendalikan perilaku oportunistik agen (Eisenhardt, 1989; Anderson & Reeb, 2004; 
Chrisman dkk., 2007). Dalam konteks penelitian ini, tata kelola Islami yang dijalankan 
bank syariah dapat berperan sebagai media yang efektif untuk mengendalikan perilaku 
oportunistik dari wajib pajak. Hal ini berdampak pada menurunnya agresivitas pajak dari 
wajib pajak yang diindikasikan dengan meningkatnya pembayaran pajak penghasilan oleh 
wajib pajak. 

Studi mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak 
dilakukan oleh Khaoula & Ali (2012); Hanum & Zulaikha (2013); Zemzem & Ftouhi (2013); 

serta Richardson, Taylor, & Lanis (2013); serta Boussaidi & Hamed (2015). Studi Boussaidi 
& Hamed (2015) menemukan bahwa (1) diversitas gender dalam dewan dan kepemilikan 
manajerial berpengaruh positif terhadap Effective Tax Rate (ETR); dan (2) meningkatnya 

konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap ETR. Sampel dari studi Boussaidi & 

Hamed (2015) adalah 39 perusahaan yang terdaftar di Tunisian Stock Exchange (TSE) pada 
periode 2006-2012. Studi Zemzem & Ftouhi (2013) mendukung temuan studi Boussaidi & 
Hamed (2015) yaitu ukuran dewan dan persentase wanita dalam dewan menurunkan 

tingkat agresivitas pajak. Studi Zemzem & Ftouhi (2013) menggunakan sampel 73 
perusahaan di Prancis selama tahun 2006-2010. Studi lain dari Richardson, Taylor, & Lanis 

(2013) bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dewan direksi pada agresivitas 
pajak dengan menggunakan sampel 203 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 
Australia pada periode 2006-2009. Temuan studi Richardson, Taylor, & Lanis (2013) adalah 

adanya pengaruh interaksi antara komposisi dewan direksi, penerapan sistem manajemen 
risiko, dan pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak. 

Sebaliknya studi Hanum & Zulaikha (2013) tidak menemukan adanya pengaruh 
ketiga karakteristik tata kelola (komisaris independen, komite audit, dan pemegang saham 

institusional) terhadap tingkat agresivitas pajak. Sampel dari studi Hanum & Zulaikha 
(2013) adalah 50 perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
periode 2009-2011. Senada dengan studi Hanum & Zulaikha (2013), studi Khaoula & Ali 

(2012) yang menggunakan sampel 300 perusahaan yang tergabung dalam S&P 500 selama 
periode 1996-2009 membuktikan secara empiris bahwa ukuran dewan dan diversitas 

gender dalam dewan tidak mempunyai pengaruh pada aktivitas perencanaan pajak 
perusahaan. 
H1: Tingkat Tata Kelola Islami berpengaruh terhadap Tingkat Agresivitas Pajak 

 



Metode Penelitian 
Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh tingkat tata kelola 
Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan 
sebagai penelitian kuantitatif.  Penelitian kuantitatif sebagaimana dijelaskan Berete (2011) 
merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menguji teori dengan menguji pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, Berete (2011) juga menjelaskan 
bahwa pendekatan kuantitatif mengandalkan pada pengumpulan dan analisis data 
numerik. Demikian pula, Sekaran dan Bougie (2010) menjelaskan bahwa penelitian 
kuantitatif itu bertujuan untuk menguji sifat hubungan, atau perbedaan antar kelompok, 
atau independensi variabel dalam situasi tertentu. 

 

Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Entitas bank 

syariah digunakan dalam penelitian ini karena bank syariah memiliki karakteristik yang 
berbeda dengan entitas bank konvensional dalam hal: (1) praktik Good Corporate 
Governance (GCG) dimana salah satu organ dari tata kelola Islami adalah Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah; (2) tujuan bank syariah tidak hanya memaksimalkan laba tetapi juga 
memaksimalkan kinerja non keuangan dan kepentingan publik; (3) tingkat rasio kewajiban 

dan penghasilan non halal yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional; dan 

(4) masih relatif sedikit penelitian sebelumnya yang menganalisis tingkat agresivitas pajak 

pada Bank Umum Syariah di Indonesia.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui website Bursa 
Efek Indonesia, Bank Indonesia, dan website masing-masing Bank Umum Syariah (BUS) 
berupa laporan keuangan (financial statement), laporan tahunan (annual report), laporan 

good corporate governance (GCG) dan laporan corporate social responsibility (CSR). Jumlah 

seluruh BUS di Indonesia adalah 11 (sebelas) bank umum syariah (BUS). Periode penelitian 

adalah 7 (tujuh) tahun 2010-2016. Periode penelitian dipilih mulai tahun 2010 karena 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang GCG untuk Entitas Syariah 

mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010. 
 
Model Penelitian 

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini: 

ETRt = α0 + β1IGt + e 

Keterangan: 
ETRt = tarif pajak efektif (effective tax rate) pada tahun t 
IGt = tingkat tata kelola Islami pada tahun t 
 
Deskripsi Variabel dan Indikator 
1. Yang dimaksud dengan Tingkat Tata Kelola Islami (Islamic Governance) dalam penelitian 

ini adalah tingkat sejauh mana tata kelola yang dilakukan entitas syariah sesuai dengan 

syariah Islam. Variabel Tingkat Tata Kelola Islami diukur dengan 11 indikator yang 
disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/2009 tentang Pelaksanaan Good 
Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berlaku 

mulai efektif tanggal 1 Januari 2010. Sebelas indikator tersebut meliputi: 11 (sebelas) 

indikator, yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris (X1.1); 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi (X1.2); Kelengkapan dan pelaksanaan 



tugas Komite (X1.3); Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

(X1.4); Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran 

dana serta pelayanan jasa (X1.5);  Penanganan benturan kepentingan (X1.6); Penerapan 
fungsi kepatuhan Bank (X1.7); Penerapan fungsi audit intern (X1.8); Penerapan fungsi 

audit ekstern (X1.9); Batas Maksimum Penyaluran Dana (X1.10); dan Transparansi kondisi 

keuangan dan non keuangan (X1.11). Semakin tinggi skor tingkat tata kelola Islami 

menunjukkan implementasi tata kelola Islami yang kurang baik, sebaliknya semakin 

rendah skor tingkat tata kelola Islami menunjukkan implementasi tata kelola Islami 

yang semakin baik. 
Dalam menyusun self assessment, dilakukan dengan cara membandingkan 

pemenuhan setiap kriteria atau indikator dengan kondisi bank berdasarkan data dan 

informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditetapkan peringkat dari 

masing-masing kriteria atau indikator tersebut. Kriteria peringkat ditetapkan sebagai 

berikut: 
a. Peringkat 1: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG 

Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator. 

b. Peringkat 2: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG 

Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator. 

c. Peringkat 3: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG 

Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator. 
d. Peringkat 4: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG 

Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator. 

e. Peringkat 5: hasil analisis self assessment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG 

Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator. 
Penelitian ini menggunakan 11 indikator internal self assessment untuk mengukur 

variabel Tingkat Tata Kelola Islami. Internal self assessment kemungkinan memiliki 

subjektivitas dalam proses penilaiannya, tetapi penilaian ini dipandang memiliki tingkat 

validitas dan reliabilitas yang baik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa faktor yaitu: 

a. Terdapat acuan atau pedoman yang jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan GCG 

pada Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Nomor 12/13/DPbS 
tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah. 

b. Laporan pelaksanaan GCG secara internal self assessment merupakan kewajiban 

bank syariah yang harus disampaikan kepada stakeholder dan mendorong 

stakeholder untuk melakukan check and balance. Selain itu, laporan pelaksanaan 

GCG juga wajib disampaikan ke Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI), Lembaga Pemeringkat di Indonesia, dan Perhimpunan Bank-Bank 

Umum Nasional (Perbanas).  

c. Kewajiban melaksanakan self assessment ini dilakukan secara berkala paling 

kurang 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan secara komprehensif dalam 

upaya melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG.  

d. Proses penyusunan self assessment dilakukan dengan menggunakan kertas kerja 
self assessment yang telah diatur dalam Surat Edaran 12/13/DPbS. 

2. Yang dimaksud dengan tingkat agresivitas pajak dalam penelitian ini adalah level dari 

tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Agresivitas pajak didefinisikan 

sebagai suatu tindakan yang mempunyai tujuan untuk mengurangi penghasilan kena 

pajak melalui perencanaan pajak (tax planning) serta menggunakan metode yang 
diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai penggelapan pajak (Frank dkk., 



2009). Dalam penelitian ini digunakan 5 (lima) indikator untuk mengukur variabel 
agresivitas pajak yaitu Current Tax Expense (Y1.1), Tax Expense (Y1.2), GAAP effective tax 
rate (Y1.3), Cash effective tax rate (Y1.4), dan Fiscal effective tax rate (Y1.5). Semakin tinggi 

beban pajak dan tarif pajak efektif mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang 
rendah. 

 

Analisis dan Pembahasan 
Populasi dan Sampel Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang berkedudukan di 
Indonesia yang meliputi: Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, 

Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank 

Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank 

Maybank Syariah Indonesia. Sebelas bank umum syariah (BUS) di Indonesia menjadi 

sampel dalam penelitian ini karena (1) Seluruh Bank Umum Syariah (BUS) menerbitkan 
laporan keuangan (financial statement) dan laporan tahunan (annual report) periode 2010-
2016; (2) Seluruh Bank Umum Syariah (BUS) menerbitkan laporan tata kelola (good 
corporate governance) periode 2010-2016; (3) Seluruh Bank Umum Syariah (BUS) memiliki 

informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; dan (4) Seluruh Bank 

Umum Syariah (BUS) memiliki data tentang laba fiskal, laba akuntansi, beban pajak, dan 

beban pajak kini. 

 
Deskripsi Variabel Tingkat Tata Kelola Islami 

Statistik deskriptif mengenai variabel Tingkat Tata Kelola Islami disajikan pada Tabel 1 

berikut ini. 

 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Tata Kelola Islami 

Indikator n Minimum Maksimum Rata-rata Standar 

Deviasi 

X2.1 77 0,125 0,5 0,1897 0,0765 

X2.2 77 0,175 0,53 0,2781 0,1139 

X2.3 77 0,1 0,3 0,1897 0,0527 

X2.4 77 0,1 0,3 0,1684 0,0539 

X2.5 77 0,05 0,15 0,0919 0,0255 

X2.6 77 0,1 0,41 0,1795 0,0634 

X2.7 77 0,05 0,15 0,091 0,0275 

X2.8 77 0,05 0,15 0,0984 0,0215 

X2.9 77 0,05 0,135 0,0675 0,0245 

X2.10 77 0,05 0,22 0,0802 0,0345 

X2.11 77 0,15 0,45 0,2807 0,0766 

 

Indikator pertama dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.1) adalah pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Indikator X2.1 nilai minimum sebesar 0,1250, 
nilai maksimum sebesar 0,5, dan rata-rata (mean) sebesar 0,1897. Semakin rendah skor 

dari indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris semakin baik di bank syariah. Bank Mega Syariah memperoleh nilai minimum 
sebesar 0,125 yang menunjukkan kinerja terbaik dari Dewan Komisaris pada tahun 2010, 

2011, 2012, 2014, dan 2015. Bank Muamalat memperoleh skor sebesar 0,125 secara 

berturut-turut pada periode 2010-2014. Bank BNI secara berturut-turut selama periode 

2010-2016 memperoleh skor sebesar 0,125 kecuali di tahun 2016. Adapun skor sebesar 0,5 



diperoleh Maybank Syariah pada tahun 2012 yang menunjukkan kinerja terendah dari 

seluruh bank syariah pada periode 2010-2016. 

Indikator kedua dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.2) adalah pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab Direksi. Indikator X2.2 nilai minimum sebesar 0,175, nilai maksimum 
sebesar 0,53, dan rata-rata (mean) sebesar 0,2781. Skor yang lebih kecil menunjukkan 

kinerja Direksi yang semakin baik dalam hal tugas dan tanggung jawabnya. Skor minimum 

sebesar 0,175 diperoleh Bank Muamalat Indonesia (BM) pada tahun 2010-2015; Bank 

Syariah Bukopin pada tahun 2010-2016; Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010, 2011, 

2015, dan 2016; Bank Victoria Syariah pada tahun 2010 dan 2013; Bank BRI Syariah pada 
tahun 2011-2013; Bank BNI Syariah pada tahun 2012-2015; Bank Mega Syariah pada 

tahun 2012 dan 2014; Bank Panin Syariah pada 2012-2016. Adapun skor maksimum 

sebesar 0,5300 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2010-2012, Bank 

Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2012, Maybank Syariah pada tahun 2013-2014. Sejak 

tahun 2015, tidak ada bank syariah memperoleh skor sebesar 0,53 sehingga menunjukkan 

secara umum bank syariah memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. 

Indikator ketiga dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.3) adalah kelengkapan dan 

pelaksanaan tugas Komite. Indikator X2.3 memiliki nilai minimum sebesar 0.1000, nilai 
maksimum sebesar 0,3, dan rata-rata (mean) sebesar 0,5272. Skor yang lebih kecil 

menunjukkan semakin baik kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite. Skor minimum 

sebesar 0,1 diperoleh Bank BNI Syariah pada periode 2010-2016, kecuali pada tahun 2016 
memperoleh skor sebesar 0,2. Adapun skor maksimum sebesar 0,3 diperoleh Bank Jabar 

Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2010-2012, dan Bank Panin Syariah pada tahun 2010-

2011.  

Indikator keempat dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.4) adalah pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. Indikator X2.4 nilai minimum sebesar 
0,1, nilai maksimum sebesar 0,3, dan rata-rata (mean) sebesar 0,0539. Semakin rendah 

skor menunjukkan kinerja bank syariah semakin baik dalam hal pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Adanya tugas dan tanggung jawab Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank 

konvensional. Nilai minimum sebesar 0,1 diperoleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2010; 

Bank BNI Syariah pada tahun 2010; Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2010; 
Maybank Syariah pada tahun 2010; Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2011-2016; 

Bank Panin Syariah pada tahun 2012-2014; Bank BCA Syariah pada tahun 2012-2016; 

Bank BRI Syariah pada tahun 2012-2013; Bank Mega Syariah pada tahun 2014-2016 ; 

Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015; dan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016. 

Adapun nilai maksimum sebesar 0,3 diperoleh Bank BNI Syariah pada tahun 2014 dan 

2015 serta Bank Victoria Syariah pada tahun 2016. 
Indikator kelima dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.5) adalah  pelaksanaan 

prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan 

jasa. Indikator X2.5 memiliki nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,15, dan 
rata-rata (mean) sebesar 0,0919. Skor semakin rendah menunjukkan bahwa pelaksanaan 

prinsip syariah oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana 

serta pelayanan jasa semakin baik. Nilai minimum sebesar 0,05 diperoleh Bank Muamalat 
Indonesia pada tahun 2010-2016; Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 dan 2016; Bank 

Panin Syariah pada tahun 2011-2013; Bank Mega Syariah pada tahun 2014 dan 2015; 

Bank BCA Syariah pada tahun 2014; Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016; serta Bank 

BNI Syariah pada tahun 2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,15 diperoleh Bank 

Victoria dan Bank BCA Syariah pada tahun 2010, serta Bank Jabar Banten Syariah pada 
tahun 2016.  



Indikator keenam dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami adalah penanganan benturan 

kepentingan. Indikator X2.6 memiliki nilai minimum sebesar 0,1, nilai maksimum sebesar 
0,41, dan rata-rata (mean) sebesar 0,1795. Sebagaimana indikator-indikator sebelumnya, 

semakin rendah skor indikator ini menunjukkan bahwa penanganan benturan kepentingan 
di bank syariah semakin baik. Sebaliknya, semakin tinggi skor menunjukkan penangan 

benturan kepentingan semakin tidak baik. Nilai minimum sebesar 0,1 diperoleh Bank 

Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2010 dan 2016; Bank BNI Syariah pada tahun 2011, 

2012, 2015, 2016; Bank BRI Syariah pada tahun 2011-2013; Bank Muamalat Indonesia 

pada tahun 2011-2016 ; Bank Panin Syariah pada tahun 2012; Bank BCA Syariah pada 
tahun 2013-2016; Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2015; Bank Mega 

Syariah pada tahun 2016; dan Bank Syariah Bukopin pada tahun 2016. Adapun nilai 

maksimum sebesar 0,41 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2014.  

Indikator ketujuh dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.7) adalah penerapan fungsi 

kepatuhan Bank. Indikator X2.7 mempunyai nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum 
sebesar 0,15, dan rata-rata (mean) sebesar 0,091. Semakin rendah skor indikator ini 

menunjukkan semakin baik penerapan fungsi kepatuhan di bank syariah. Nilai minimum 

sebesar 0,05 diperoleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2010-2016; Bank Syariah 

Mandiri pada tahun 2010 dan 2016; Bank BRI Syariah pada tahun 2012-2013, Bank BNI 

Syariah pada tahun 2013-2015; Bank BCA Syariah pada tahun 2014-2016; Bank Syariah 

Bukopin pada tahun 2016; dan Bank Panin Syariah pada tahun 2016. Adapun nilai 

maksimum sebesar 0,15 diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2010; dan Bank Jabar 
Banten Syariah pada tahun 2010-2011 serta 2014-2016. 

Indikator kedelapan dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.8) adalah penerapan 

fungsi audit intern. Diketahui bahwa indikator X2.8 memiliki nilai minimum sebesar 0,05, 
nilai maksimum sebesar 0,15, dan rata-rata (mean) sebesar 0,0984. Semakin rendah skor 

indikator ini menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit intern di bank syariah semakin 

baik. Nilai minimum sebesar 0,05 yang menunjukkan kinerja yang paling baik dalam hal 
penerapan fungsi audit internal diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010, 2015, 

dan 2016; Bank Mega Syariah pada tahun 2011 dan 2012; Bank BNI Syariah pada tahun 

2013 dan 2014; Bank BCA Syariah pada tahun 2015 dan 2016. Adapun nilai maksimum 

sebesar 0,15 yang menunjukkan kinerja yang kurang baik diperoleh Bank Panin Syariah 

dan Bank BCA Syariah pada tahun 2010, dan Maybank Syariah pada tahun 2012. 
Indikator kesembilan dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.9) adalah penerapan 

fungsi audit ekstern. Indikator X2.9 menghasilkan nilai minimum sebesar 0,05, nilai 
maksimum sebesar 0,135, dan rata-rata (mean) sebesar 0,0675. Nilai indikator yang lebih 

kecil menunjukkan bahwa penerapan fungsi audit ekstern di bank syariah semakin baik. 

Sebagian besar bank syariah memperoleh nilai sebesar 0,05 seperti Bank Panin Syariah, 

Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank 
Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Maybank Syariah memperoleh skor 

sebesar 0,1 pada periode 2010-2016. Adapun nilai maksimum sebesar 0,135 diperoleh 

Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2016. 

Indikator kesepuluh dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.10) adalah Batas 

Maksimum Penyaluran Dana. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa 
(X2.10) nilai minimum sebesar 0,05, nilai maksimum sebesar 0,22, dan rata-rata (mean) 

sebesar 0,0802. Semakin rendah skor dari indikator kesepuluh ini menunjukkan bahwa 

bank syariah semakin baik dalam hal batas maksimum penyaluran dana. Nilai minimum 

sebesar 0,05 diperoleh Bank Syariah Bukopin pada tahun 2010-2013; Bank BCA Syariah, 

Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri pada periode 2010-2016. Adapun 

nilai maksimum sebesar 0.2200 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 

2015 dan 2016.  



Indikator kesebelas dari variabel Tingkat Tata Kelola Islami (X2.11) adalah Transparansi 

kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. 

Indikator X2.11 memiliki nilai minimum sebesar 0,15, nilai maksimum sebesar 0,45, dan 
rata-rata (mean) sebesar 0,2807. Semakin kecil skor dari indikator kesebelas (X2.11) 

menunjukkan bahwa semakin transparan kondisi keuangan dan non keuangan serta 

semakin baik pelaporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Nilai minimum sebesar 

0,15 banyak diperoleh bank syariah pada periode 2012-2016 diantaranya diperoleh Bank 

Syariah Bukopin pada tahun 2012-2016, Bank BNI Syariah pada tahun 2012-2013, dan 

Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2012-2013. Selanjutnya, skor sebesar 0,15 juga 
diperoleh Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat 

Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2013. Adapun nilai maksimum sebesar 

0,45 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2016. 

 
Deskripsi Variabel Tingkat Agresivitas Pajak 

Statistik deskriptif variabel Tingkat Agresivitas Pajak ditampilkan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Agresivitas Pajak 

Indikator n Minimum Maksimum Rata-rata Standar 

Deviasi 

Y1.1 77 0 3,206 0,4203 0,6495 

Y1.2 77 -1,3126 2,9144 0,3563 0,638 

Y1.3 77 -0,2974 0,5725 0,2567 0,1131 

Y1.4 77 -0,314 0,629 0,2544 0,1541 

Y1.5 77 -0,139 2,1226 0,2826 0,2669 

 

Indikator pertama dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah beban pajak kini (Y1.1). 

Diketahui bahwa nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 3,20601, dan nilai 
rata-rata sebesar 0,4203046. Nilai minimum sebesar 0 diperoleh beberapa bank syariah 

diantaranya Bank Panin Syariah dan Bank Bukopin Syariah pada tahun 2010, Bank 

Victoria Syariah pada tahun 2011, Bank Victoria Syariah dan Maybank Syariah pada tahun 

2015, serta Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Maybank Syariah pada 
tahun 2016. Skor sebesar 0 terjadi karena bank syariah memiliki beban pajak kini (current 
tax expense) sebesar 0 (nihil) dan disebabkan karena laba fiskal yang negatif. Adapun nilai 

maksimum sebesar 3,20601 diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2012. Bank 

Syariah Mandiri juga memperoleh skor tinggi sebesar 1,98460 pada tahun 2010; 2,07954 

pada tahun 2011; dan 2,55966 pada tahun 2013. Selain itu, Bank Mega Syariah juga 

memperoleh skor tinggi sebesar 2,30011 pada tahun 2012.  

Indikator kedua dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah beban pajak (Y1.2). 

Diketahui bahwa nilai minimum sebesar -1,3126, nilai maksimum sebesar 2,9144, dan nilai 
rata-rata sebesar 0,356281. Nilai minimum sebesar -1,3126 diperoleh Bank Jabar Banten 
Syariah (BJBS) pada tahun 2016. Beban pajak (tax expense) negatif menunjukkan bahwa 

Bank Jabar Banten Syariah memiliki beban pajak kini (current tax expense) nihil dan 

penghasilan pajak tangguhan (deffered tax income) sebesar Rp131.263.251.000. Adapun 

nilai maksimum sebesar 2.9144 diperoleh Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2012 

karena pada tahun tersebut BSM memiliki beban pajak sebesar Rp291.442.081.821. Bank 

Syariah Mandiri juga memperoleh skor yang tinggi pada tahun 2013 sebesar 2,32596 
karena BSM menghasilkan beban pajak sebesar Rp232.596.232.345.  

Indikator ketiga dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah GETR (Y1.3). Indikator 
GETR dihitung dari beban pajak (tax expense) dibagi dengan laba akuntansi (pre-tax book 
income). Skor yang lebih tinggi dari variabel tingkat agresivitas pajak mengindikasikan 



perusahaan kurang agresif dalam pembayaran pajaknya, sebaliknya skor yang lebih rendah 

mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Tabel 5.6 menunjukkan bahwa 
nilai minimum sebesar -0,2974, nilai maksimum sebesar 0,5725, dan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0,256651. Nilai minimum sebesar -0,2974 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah 
pada tahun 2012. Adapun nilai maksimum sebesar 0,5725 diperoleh Bank BRI Syariah 

pada tahun 2014. Bank Jabar Banten Syariah juga memperoleh skor yang tinggi sebesar 

0,54365 pada tahun 2015. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua bank syariah tersebut 

kurang agresif dalam hal pajak penghasilan.  

Indikator keempat dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah CETR (Y1.4). Indikator 
CETR dihitung dari beban pajak kini (current tax expense) dibagi dengan laba akuntansi 

(pre-tax book income). Dari Tabel 5.7, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar -

0,3140, nilai maksimum sebesar 0,6290, dan nilai rata-rata sebesar 0,254387. Nilai 

minimum sebesar -0,3140 diperoleh Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2012. Bank 

Jabar Banten Syariah juga memperoleh skor yang rendah sebesar -0,35314 pada tahun 

2011. Pada tahun 2011, meskipun Bank Jabar Banten Syariah memperoleh rugi bersih 

secara akuntansi sebesar Rp25.769.000.000 tetapi menghasilkan beban pajak kini sebesar 
Rp9.100.000.000. Hal ini disebabkan pada tahun 2011, terjadi koreksi fiskal positif 

sehingga menghasilkan laba fiskal sebesar Rp61.577.000.000. Demikian pula pada tahun 

2012, meskipun Bank Jabar Banten Syariah memiliki rugi bersih sebesar 

Rp21.417.000.000 tetapi menghasilkan beban pajak kini sebesar Rp6.725.000.000. Nilai 

maksimum sebesar 0,6290 diperoleh Bank Syariah Mandiri pada tahun 2014 karena pada 
tahun tersebut Bank Syariah Mandiri berhasil membukukan beban pajak kini sebesar 

Rp69.059.284.500 dan laba akuntansi sebesar Rp109.793.613.822. Selain Bank Syariah 

Mandiri, pada tahun 2014 Bank Muamalat Indonesia juga memperoleh skor yang cukup 

tinggi untuk indikator ini yaitu sebesar 0,62237 karena pada tahun tersebut Bank 

Muamalat Indonesia membukukan beban pajak kini sebesar Rp61.641.981.000 dan laba 

akuntansi sebesar Rp99.044.264.000.  
Indikator kelima dari variabel tingkat agresivitas pajak adalah FETR (Y1.5). Indikator 

CETR dihitung dari beban pajak (tax expense) dibagi dengan laba fiskal (adjusted pre-tax 
income). Skor yang lebih besar menunjukkan bahwa bank syariah kurang agresif dalam 

perencanaan pajaknya, sebaliknya skor yang lebih rendah menunjukkan tingkat agresivitas 

pajak yang tinggi di bank syariah. Diketahui bahwa nilai minimum sebesar -0,1390, nilai 

maksimum sebesar 2,1226, dan nilai rata-rata sebesar 0,282566. Nilai minimum sebesar -
0,1390 diperoleh Maybank Syariah pada tahun 2016 karena pada tahun 2016 Maybank 

Syariah memiliki beban pajak sebesar Rp19.191.000.000 dan rugi fiskal sebesar Rp-

138.047.000.000 sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 5.49. Adapun nilai maksimum 

sebesar 2,1226 diperoleh Bank Panin Syariah pada tahun 2011. Pada tahun 2011, Bank 

Panin Syariah memperoleh beban pajak sebesar Rp3.177.368.000 dan laba fiskal sebesar 

Rp1.496.907.000. 
 
Uji Validitas Konvergen 

Berikut disajikan ringkasan hasil pengujian validitas konvergen yang menunjukkan 
indikator yang memenuhi validitas konvergen dengan skor loading factor di atas 0.4. 

 

 
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Konvergen 

Variabel Indikator Loading Factor 

Tingkat Tata Kelola 

Islami (X1) 

Pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab Dewan Komisaris (X1.1) 

0.700 

Pelaksanaan tugas dan tanggung 0.781 



jawab Direksi  (X1.2) 

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas 

Komite  (X1.3) 

0.612 

Pelaksanaan prinsip syariah dalam 

kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan jasa  
(X1.5) 

0.622 

Penanganan benturan kepentingan 

(X1.6) 

0.586 

Penerapan fungsi kepatuhan Bank  

(X1.7) 

0.811 

Penerapan fungsi audit intern  (X1.8) 0.603 

Penerapan fungsi audit ekstern  (X1.9) 0.805 

Batas Maksimum Penyaluran Dana  

(X1.10) 

0.709 

Transparansi kondisi keuangan dan 

non keuangan, laporan pelaksanaan 
GCG dan pelaporan internal  (X1.11) 

0.629 

Tingkat Agresivitas 

Pajak (Y1) 

Current Tax Expense (Y1.1) 0.928 

Tax Expense (Y1.2) 0.933 

Cash effective tax rate (Y1.4) 0.460 

 
Uji Reliabilitas 
Pengujian reliabilitas menggunakan cronbach alpha dan composite reliability. Cronbach 
alpha dan composite reliability digunakan untuk mengukur relibilitas model pengukuran. 

Ringkasan hasil pengujian reliabilitas ditampilkan pada tabel berikut ini. Rule of tumbs 

dalam penelitian ini untuk uji reliabilitas adalah 0.4. Berdasarkan hasil uji reliabilitas 
diperoleh hasil yang bagus yaitu seluruh variabel memiliki skor lebih dari rule of tumbs 

0,40.  
 

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach alpha Composite Reliability 

Tingkat Tata Kelola Islami (X1) 0.876 0.900 

Tingkat Agresivitas Pajak (Y1) 0.676 0.836 

 
Uji Hipotesis  
Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai path coefficients yang menunjukkan 

koefisien parameter dan nilai p-value. Hipotesis penelitian diterima apabila probability value 
(p-value) kurang dari 0,05 atau 5%. Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis 

Hubungan Hipotesis Inner 
Weight 

T Statistics P Values Hasil 

Tingkat Tata Kelola Islami 

(X1)  Tingkat Agresivitas 

Pajak (Y1) 

H1 -0.375 4.049 0.000 Signifikan 

 
Hasil pengujian pada tabel menunjukkan nilai t statistik  sebesar 4.049 dengan p value 

sebesar 0.000 (<0.05). Hal ini berarti bahwa H1 diterima. Nilai koefisien inner weight sebesar 



-0.375 menunjukkan bahwa tingkat tata kelola Islami (X1) berpengaruh negatif terhadap 

tarif pajak efektif. Hasil tabel menunjukkan bahwa semakin tinggi skor tingkat tata kelola 

Islami akan menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dimana hal tersebut 
menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa semakin rendah implementasi tingkat tata kelola Islami akan 

menghasilkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin baik 

implementasi tata kelola Islami akan memberikan dampak menurunnya tingkat agresivitas 

pajak yang dilakukan bank syariah. Dengan kata lain, semakin rendah tingkat tata kelola 

Islami mengakibatkan bank umum syariah semakin agresif melakukan upaya 
meminimalkan pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin baik implementasi tata kelola 

Islami yang dijalankan bank syariah dapat menurunkan tingkat agresivitas pajaknya.  

 
Pembahasan 

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan secara empiris pengaruh tingkat tata kelola 

Islami terhadap tingkat agresivitas pajak. Hasil penelitian saat ini menemukan bahwa 

semakin buruk tata kelola Islami yang diindikasikan dengan skor tingkat tata kelola Islami 
yang lebih tinggi akan menghasilkan beban pajak, beban pajak kini, dan tarif pajak efektif 

yang semakin rendah. Tarif pajak efektif yang rendah mengindikasikan tingkat agresivitas 

pajak yang tinggi. Sebaliknya, semakin baik tata kelola Islami yang diindikasikan dengan 

skor tingkat tata kelola Islami yang rendah akan memberikan dampak pada menurunnya 

tingkat agresivitas pajak yang dilakukan bank syariah.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan 

bahwa struktur tata kelola memungkinkan monitoring untuk mengendalikan perilaku 

oportunistik dari agen (Eisenhardt, 1989; Anderson & Reeb, 2004; Chrisman dkk., 2007). 

Dalam konteks penelitian ini, tata kelola Islami yang dijalankan bank syariah dapat 

berperan sebagai media yang efektif untuk mengendalikan perilaku oportunistik dari wajib 

pajak sehingga wajib pajak menjadi tidak agresif dalam meminimalkan beban pajak 

penghasilan.  
Di samping itu, hasil penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi peran teori legitimasi 

dalam menjelaskan hubungan tingkat tata kelola Islami dan tingkat agresivitas pajak. Teori 

legitimasi menyatakan bahwa agar sebuah entitas diterima dan mendapatkan pengesahan 

dari masyarakat, maka entitas tersebut harus melakukan tindakan yang sesuai dengan 

sistem norma, nilai, dan kepercayaan masyarakat (Bitektine, 2011). Dalam konteks 
penelitian ini, perusahaan dengan tingkat tata kelola yang baik berupaya untuk membayar 

beban pajak yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat karena 

tindakannya tersebut sesuai dengan sistem norma, nilai, dan kepercayaan yang dibangun 

secara sosial. Legitimasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan pajak ini diistilahkan 

dengan legitimasi sosio-politik sebagaimana dijelaskan Aldrich & Fiol (1994) serta Suchman 

(1995) yang mengacu pada apakah ciri, atribut, dan hasil organisasi dari aktivitas mereka 
terhadap norma sosial dapat diterima atau tidak secara sosial dan menyebabkan organisasi 

diberi sanksi sampai mengubah perilaku mereka.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang dilakukan Boussaidi 

& Hamed (2015); Zemzem & Ftouhi (2013); serta Richardson, Taylor, & Lanis (2013). Studi 

Boussaidi & Hamed (2015) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif 
terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tunisia. Bila 

studi Boussaidi & Hamed (2015) menggunakan indikator kepemilikan manajerial untuk 

mengukur tingkat tata kelola dan memberikan pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. 

Hasil penelitian ini saat ini juga mendukung studi Zemzem & Ftouhi (2013) yang berhasil 

membuktikan secara empiris pengaruh positif ukuran dewan terhadap tarif pajak efektif 



(effective tax rate) artinya semakin besar ukuran dewan dapat menurunkan tingkat 

agresivitas pajak.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS akan memberikan dampak pada tarif pajak 
efektif yang lebih besar. Tarif pajak efektif yang lebih besar menunjukkan bank syariah 

kurang agresif dalam meminimalkan pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin kurang baik 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan menghasilkan 

tarif pajak efektif yang rendah yang berarti bank syariah lebih agresif dalam meminimalkan 

pajak penghasilan. Hasil penelitian saat ini juga mendukung studi Richardson, Taylor, & 
Lanis (2013) yang berhasil menemukan pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap 

tingkat agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Australia.  

Hasil penelitian saat ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang tidak 

berhasil membuktikan secara empiris pengaruh ukuran komisaris independen dan komite 

audit terhadap tingkat agresivitas pajak diantaranya studi Hanum & Zulaikha (2013) serta 

Khaoula & Ali (2012). Bila pada penelitian Hanum & Zulaikha (2013) menguji pengaruh 
ketiga karakteristik tata kelola yang meliputi: komisaris independen, komite audit, dan 

pemegang saham institusional sedangkan pada penelitian ini menambahkan direksi, dewan 

pengawas syariah, dan beberapa lainnya. Demikian pula studi Khaoula & Ali (2012), tidak 

berhasil membuktikan secara empiris pengaruh ukuran dewan dan diversitas gender 

terhadap tingkat agresivitas pajak. 
Hasil penelitian saat ini didukung dengan data tingkat tata kelola Islami selama 7 

(tujuh) tahun terakhir periode 2010-2016. Rata-rata penurunan skor tingkat tata kelola 

Islami adalah sebesar -0,01283 setiap tahun. Hal ini berarti bahwa tata kelola Islami di 

bank syariah  menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2010, rata-

rata skor tata kelola Islami sebelas bank syariah menunjukkan angka 1,83955 dan 

menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 1,691548.    
 

Simpulan, Saran dan Implikasi 
Simpulan 

Hasil penelitian ini membuktikan pengaruh tingkat tata kelola Islami terhadap tingkat 

agresivitas pajak. Semakin baik implementasi tata kelola Islami yang dijalankan bank 
syariah, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dijalankan bank syariah. 

Sebaliknya, semakin buruk implementasi tata kelola Islami yang dijalankan bank syariah, 

semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 

keagenan yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik merupakan mekanisme yang 

efektif untuk mengendalikan perilaku oportunistik agen. Hasil penelitian ini 

mengkonfirmasi peran teori legitimasi dalam menjelaskan hubungan antara tingkat tata 
kelola Islami dan tingkat agresivitas pajak.  

 
Saran 

Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas penelitian saat ini pada aspek 

objek penelitian, variabel dan indikator penelitian. Penelitian mendatang dapat memperluas 
objek pada entitas syariah selain bank umum syariah seperti unit usaha syariah, koperasi 

syariah, baitul maal wat tamlik (BMT), asuransi syariah, dan pegadaian syariah. Selain itu, 

penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi 

tingkat agresivitas pajak dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

seperti kinerja keuangan dan kinerja maqashid syariah dalam objek di entitas syariah. 
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator Fiscal Effective Tax Rate (FETR) 

sebagai indikator baru untuk mengukur variabel tingkat agresivitas pajak. Indikator ini 

tidak digunakan dalam penelitian ini karena berdasarkan uji struktural dengan 



menggunakan software SmartPLS memiliki validitas konvergen di bawah 0,5 sehingga 

harus dikeluarkan dalam pengujian hipotesis. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan indikator lain untuk mengukur tingkat tata kelola Islami yaitu keberadaan 

anggota Dewan Pengawas Syariah, jumlah anggota DPS, keberadaan lintas anggota DPS, 
kualifikasi doktor bagi anggota DPS, dan reputasi anggota DPS sebagaimana studi Farook 

dan Lanis (2005) serta Farook dkk. (2011). 
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